
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya anggapan Berkembangnya korupsi sampai saat ini sudah 

merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak 

tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik, karena adanya landasan 

hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan dalam 

implementasinya. Artinya, sistem “check and balances: yang lemah diantara 

Ketiga kekuasaan  eksekutif, legislatif, dan yudikatif menyebabkan korupsi 

sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. 

Sebagai ilustrasi, hampir seluruh anggota masyarakat  tidak dapat menghindar 

diri dari “kewajiban” memberikan upeti (hadiah) manakala berhadapan 

dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik. 

Tampaknya tidak akan memberikan sesuatu hadiah (graft) adalah merupakan 

perbuatan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan utusan pemerintah. 

Di berbagai belahan dunia, korupsi mendapatkan perhatian yagn lebih 

dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lainnya. Fenomena seperti ini dapat 

dimaklumi mengingat adanya dampak negatif  yang timbul dengan adanya 

tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, korupsi merupakan permasalahan yang 

sangat serius, bahkan korupsi juga dapat membahayakan stabilitas dan juga 

sistem politik, serta dapat juga merusak nilai demokrasi dan moral sehingga 
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lambat laun perbuatan ini seakan-akan menandai sebuah budaya. Bahkan 

korupsi kerap menjadi ancaman terhadap masyarakat yang adil dan makmur. 

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis 

multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi 

dapat disebut sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara 

sungguh-sungguh. Langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan 

potensi yang ada di dalam masyarakat, khususnya pemerintah serta aparat 

penegak hukum.  

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus korupsi yang 

melibatkan pejabat publik. Sebut saja misalnya Kasus PT Asabri antara lain 

adalah sebagai berikut: 

Kasus korupsi PT. Asabri dengan tersangka Mantan Direktur Utama PT. 

Asabri Subarda Midjaja dan salah seorang pengusaha bernama Henry Leo 

telah resmi menjadi tersangka kasus korupsi dana deposito milik PT 

Asabri sebesar Rp. 410 Miliar
1
. 

Sementara dalam kasus korupsi yang lain, sering terjadi dalam tubuh 

Komisi yudisial dan Komisi pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, wakil 

ketua Komisi yudisial Thahir Saimima, diperiksa kurang dari empat jam 

oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Thahir Saimima 

diperiksa terkait kasus dugaan suap kepada anggota non-aktif Komisi 

Yudisial, Irawady Joenoes, KPK telah meminta keterangan dari 

Komisioner Komisi Yudisial, Busyro Muqoddis (Ketua KY), Soekotjo 

Soeparto, Mustafa Abdullah, serta Sekjen KY, Muzzayin Mahbub. Sesuai 

pemeriksaan, Thahir Saimima dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan 

suap Irawadi Joenoes, bahwa dirinya tidak dipanggil dalam kasus 

pengadaan tanah untuk gedung Komisi Yudisial. Thahir juga ditanya 

tentang kronologis –pengadaan tanah, karena tanah itu milik direktur PT. 

Persada Sembada Fredy Santoso di jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta 

Pusat. Selain itu Thahir Saimima juga ditanya mengenai surat tanah yang 

dijadikan agunan di Bank Mandiri. Thahir mengaku mengetahui bahwa 

surat tanah itu diagunkan setelah diberi tahu Mussaqin Mahbub.
2
 

                                                LIZCOM 
1
 Kompas, Kasus PT. Asabri, Kamis, 1 November, 2007, hal 2 

2
 Kompas, Selasa, 6 November, 2007, Hal. 5 
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Sehubungan dengan penjelasan di atas, bahwa tindak pidana korupsi 

bisa terjadi dalam tubuh lembaga-lembaga negara, yang tugasnya untuk 

memberantas praktik-praktik tindak pidana korupsi. Bahwa Komisi 

pemberantasan korupsi memeriksa anggota-anggota Komisi yudisial yang 

terkait dugaan suap kepada Irawady Joenoes. Yang pada saat ini telah di non-

aktifkan sebagai anggota Komisi Yudisial (KY). 

Sementara itu, peristiwa atau kejadian yang menyangkut kasus korupsi 

juga terjadi pada Mansanto Company dari Komisi Pemberantasan Korupsi. . 

kronologis kasus ini antara lain sebagai berikut: 

Kejaksaan Agung bahkan sudah membentuk tim untuk menyelidiki 

dugaan kasus penyuapan tersebut. Demikian yang disampaikan direktur 

penyidikan bagian tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Muhammad 

Salim, yang ditanya mengenai penanganan kasus tersebut. Dalam kasus 

ini, Mohammad Salim mengatakan bahwa pihak-pihak yang sudah 

dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dimintai 

lagi oleh Kejaksaan Agung.
3
 

 

Secara singkat akan dikutip bagaimana kronologis kasus tindak pidana 

korupsi yang melibatkan tersangka Sudjiono Timan ketika kasus ini terjadi. 

Pada saat itu Sudjiono Timan menjabat sebagai Direktur utama PT. Bahana 

Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Kronologi kasus tindak pidana korupsi 

tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 

Dari tahun 1995 hingga 1997, Sudjiono Timan menjabat sebagai direktur 

utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Pada saat itu 

Sudjiono Timan merupakan seorang buronan yang melarikan diri dari 

hukum pengadilan. Karena pada saat itu Sudjiono Timan dinyatakan 

bersalah karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur 

utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company 

Inc. sebesar 67 juga dollar AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar 

As, KAFL sebesar 34 juta dollar AS, dan dana pinjaman pemerintah (RDI) 

                                                LIZCOM 
3
 Kompas, Kasus Masanto, Sabtu, 27 Oktober, 2007, hal 3) 
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Rp. 98,7 Miliar sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar 

120 juta dollar AS dan Rp. 98,7 Miliar. Pada tingkat pertama di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sudjiono Timan dibebaskan dari 

tuntutan hukum karena perbuatannya dinilai bukan tindakan pidana. 

Menanggapi vonis  bebas itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi 

dan meminta majelis kasasi menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan 

terhadap terdakwa yaitu pidana delapan tahun penjara, denda sebesar Rp. 

30 Juta subsidier enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti 

Rp. 1 Triliun. Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang dipimpin oleh 

ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menvonis Sudjiono Timan dengan 

hukuman 15 tahun penjara, denda Rp. 50 Juta, dan membayar uang 

pengganti sebesar Rp. 369 Miliar. Namun, saat Kejaksaan Agung hendak 

mengeksekusi Sudjiono Timan yang bersangkutan sudah tidak ditemukan 

di rumahnya. Yang terletak di jalan Prapanca No. 3/P.1. dan dinyatakan 

buron dengan status telah dicekal di luar negeri
4
. 

Kronologi yang terdapat pada kasus di atas tersebut, menunjukkan 

bahwa salah satu seorang aparat negara dengan kedudukan yang sangat 

strategis, telah terjerumus ke dalam praktik-praktik tindak pidana korupsi. 

Dalam arti yang lain juga dapat dikatakan bahwa pada suatu saat nanti, 

mungkin saja bisa terjadi kepada seorang aparat negara yang berkedudukan 

sebagai pencegat hukum. Seperti dalam contoh kasus korupsi di atas, bahwa 

direktur utama BPUI Sudjiono Timan terlibat kasus tindak pidana korupsi, 

yang pada saat itu PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia telah mengalami 

kerugian sekitar 120 juta dolar AS dan Rp. 98,7 miliar. 

Berdasarkan data-data tersebut di atas, kasus-kasus tindak pidana 

korupsi sulit diungkapkan, karena para pelakunya menggunakan suatu 

peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam 

keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana 

korupsi ini sering disebut “White collar crime”  atau kejahatan kerah putih. 

                                                LIZCOM 
4
 http://situs.wikipedia.org/wiki/sudjiono timan/antara, 17 Oktober 2006 

http://situs.wikipedia/
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Korupsi di Indonesia sudah meluas dan terjadi pada masyarakat, baik dari 

jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi 

kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya 

yang memasuki seluruh aspek di kehidupan masyarakat. 

Sementara itu dalam hal lain, faktor-faktor yang paling penting dalam 

dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin 

masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi 

yang lain. adapun beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun 

tidak akan memberantasnya adalah sebagai berikut: 

1) Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas 

kemajuan; 

2) Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari 

mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-

sumber korupsi; 

3) Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan; 

4) Berfungsinya suatu sistem anti korupsi; 

5) Kepemimpinan yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual 

yang tinggi.
5
 

 

Pemberantasan korupsi kini sudah menjadi agenda masyarakat 

Internasional sekaligus juga telah disepakati ketentuan-ketentuan yang 

mengatur tentang pembentukan suatu lembaga anti korupsi yang independen, 

mekanisme pengembalian aset hasil korupsi di negara lain melalui “Mutual 

Legal Assistance”, Transfer of Proceedings dan kewajiban pelaporan tahunan 

kepada “lembaga international” yang disebut “Conference of The Parties” 

Dan dalam hal ini korupsi bukan lagi dinamakan sebagai kejahatan 

biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Di mana yang melakukan suatu tindak 

                                                LIZCOM 
5
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hl. 11-12) 
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pidana korupsi adalah pejabat yang berada dalam suatu lembaga negara. 

Seperti yang dikemukakan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 

Taufiqurrahman Ruki. Dalam konferensi itu Taufiqurrahman Ruki 

menjelaskan bahwa: 

Bidang pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan dengan tindak 

pidana korupsi dan penyuapan. Setiap tahun negara dirugikan rata-rata 

mencapai Rp. 36 Triliun. Dia juga mengungkapkan, sejak pihaknya gencar 

melakukan upaya pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Untuk tahun 2005 telah tercatat sekitar Rp. 9 Triliun uang milik negara. 

Dan apabila bisa diselamatkan, maka pada tahun 2006 terhitung sekitar 

Rp. 36 Triliun. Karena 70% dari kasus-kasus korupsi pengadilan barang 

dan jasa yang bersumber dari pengelolaan APBN. Karena bisa dikatakan 

kebocoran terkesan dan dapat merugikan keuangan negara.
6
 

Dari penjelasan di atas, maka yang dapat dilakukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi adalah dengan memperbaiki sistem hukum. Indikasi 

terjadinya kasus-kasus korupsi disebabkan adanya suatu perbuatan melawan 

hukum. Dan akibatnya negara merasa sangat dirugikan dengan adanya 

perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. 

Dalam melaksanakan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, yang perlu dipelihara adalah konsistensi dan kepastian hukum dalam 

memberantas korupsi. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh pimpinan Komisi 

yang memiliki integritas dan kemampuan memadai dalam menangani perkara 

korupsi. Pemberian wewenang yang luar biasa dan bersifat “powerful” 

bukanlah jaminan keberhasilan Komisi ini, akan tetapi kesungguhan jauh dan 

menjadi popularitas tanpa makna kejujuran dan tidak bersifat korupsi. Baik 

karena kepentingan pribadi, golongan, suku, atau keturunan maupun untuk 

                                                LIZCOM 
6
 Media Indonesia, Selasa 6 November, 2007, hal. 2 
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kepentingan partai. Keahlian dalam bidang yang berkaitan dengan masalah 

keuangan dan perbankan. Pengalaman dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan, serta penuntut perkara-perkara korupsi, merupakan faktor-faktor 

yang signifikan dan menentukan keberhasilannya. Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) merupakan sarana hukum dan lembaga terakhir harapan 

bangsa Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak adanya alasan 

sekecil apapun untuk menjustifikasi kegagalan Komisi ini dalam 

pemberantasan korupsi. Kecuali tidak adanya komitmen politik yang kuat dari 

petinggi di negara Indonesia. 

Sebagai pandangan terhadap tindak pidana korupsi yang masuk dan 

masih terkatung-katung oleh pihak Kejaksaan tergolong sangatlah besar, 

sebagai contoh, dapat diungkapkan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang 

ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang masuk sejak Januari 2001 sampai dengan Juni 2004. 

Tabel 1 

Kasus Korupsi yang Ditangani Kejaksaan 

Januari 2001 sampai Juni 2004 

No Tersangka Kasus Korupsi Kerugian Negara 

1 Arifin Panigoro 

Sudjiono Timan 

Haryo Sprobo 

Darmoyo Doyoatmojo 

 

Dragon Oil/BPUI USD 52.192.784.40 
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2 Sidharta S.P. Soerdjadi 

Permadi Ganda Pradja 

Kasus Korupsi NV Bank 

Indover dan Indover Asia 

US$ 1 juta 

3 Ir. Soedjono Soeryo 

Kabul Riswanto 

Korupsi di IPTN (PT 

Dirgantara Indonesia) 

Belum diketahui 

4 Erman Munzir Skandal Bank Bali 904 miliar 

5 Tanri Abeng Skandal Bank Bali 904 miliar 

6 Drsd. AJ. Bambang 

Sutanto 

Eddy Soesanto 

Kasus Korupsi Iuran Hasil 

Hutan Tambahan Dan 

Dana Reboisasi 

21 miliar 

7 Kasus pengelolaan 

Administrasi keuangan 

oleh PT. Garuda 

Indonesia 

Kasus Korupsi 

Garuda Indonesia 

US$ 1 juta 

8 Kasus Kredit Likuidasi 

BI oleh BPPC a.n. 

tersangka pengurus 

BPPC 

Kaus Korupsi KLBI Belum diketahui 

9 Pengurus INKUD Kasus Korupsi pembelian 

saham PT GORO oleh 

INKUD 

Belum dikatehui 

10 Tansri Bensui alias 

Tang Beng Hoe 

Kasus Korupsi pencairan 

L/C dengan menggunakan 

B/L fiktif 

50 miliar 
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11 Mantan Presiden 

Soeharto 

Kasus Korupsi 7 yayasan 

Kasus korupsi BPPC 

(terbitnya Keppres No. 

20/1992 dan Keppres No. 

1/1992). 

Rp. 1.739 triliun/ 

US$ 19 juta belum 

diketahui 

12 Johanes Kotjo 

Robby Tjahjadi 

Penyalahgunaan kredit PT 

BBD dan Bapindo saat 

akuisisi 

Rp. 300 miliar 

13 Ginandjar Kartasasmita 

Faisal Abda Oe  

IB Sudjana 

Praptono H. 

Technical contract PT 

Pertamina dengan PT 

Ustraindo Petro Gas 

US$ 23,3 juta 

14 Soeraptono S. Manipulasi penggunaan 

oditif kilang minyak 

khusus exor I UP VI 

Balongan 

Rp. 19,1 miliar 

15 Ir. Bambang Pujianto Lemigas Rp. 7,1 miliar 

16 Ida bagus Putu Saga Taspen Rp. 697 miliar 

17 Ir. Srijono Perumnas Rp. 859 miliar 

18 Tanri Abeng Privatisasi PT JICT Rp. 12,9 miliar 

19 Uus Sukmara 

Ir. Sudaryat 

Pairun Ramon Bre 

Proyek Pembangunan 

Jalan Subang-Cikamurang 

Rp. 2,9 miliar 
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Tabel 2 

Kasus Korupsi yang Ditangani Kepolisian  

Selama Periode Tahun 2003 

No Pelaku Kasus 
Kerugian 

Negara 
Keterangan 

1 Edi Warsito Bank BNI US$ 441.000 Selesai dan 

siap 

dilimpahkan 

 

2 Bustanul Arifin 

Subiakto 

Cakrawardaya 

 

Departemen 

Koperasi 

Rp. 10 miliar Proses 

penyidikan 

3 Drs. Akmal Husein 

Horas Simanjuntak 

PT Jamsostek 

PT Jamsostek 

Rp. 45.731.623.000 Proses 

penyidikan 

4 Suripto, S.H 

Robyanto Murdiman 

Departemen 

Kehutanan 

Rp. 93 miliar Proses 

penyidikan 

5 Ahmat Junaedi 

Drs. Andi Rachman 

Drs. Lukman Nurhakim 

H. Muh. Abdurachman 

PT Jamsostek Rp. 18,5 miliar Proses 

penyidikan 

6 Drs. Benarto 

Drs. Wahyu 

Ir. Sudadi 

PT Darma 

Niaga 

US$ 8.675.000 Proses 

penyidikan 

 

Tabel 3 

Kasus korupsi yang Divonis pada tahun 2003 

No Terdakwa Kasus 
Perkiraan 

kerugian 

Vonis/tingkatan 

pemeriksaan 

1 Kaharudin Ongko BLBI BUN 6,78 triliun Bebas (PN) 

2 Leonardo BLBI BUN 6,78 triliun Bebas (PT) 
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Tanubrata 10 tahun (PT) 

3 Akbar Tanjung Bulog 40 miliar 3 tahun (PT) 

4 Dadang Sukandar Bulog 40 miliar 3 tahun (PT) 

18 bulan (PN) 

5 Winfreid Simatupang Bulog 40 miliar 3 tahun (PT) 

18 bulan (PN) 

6 Hendrobudiyanto Penyalahgunaan 

wewenang 

sarana dan 

kedudukan 

dalam 

penyaluran dana 

BLBI 

6,4 triliun Bebas (PT) 

7 Heru Supraptomo Sda 6,4 triliun Bebas (PT) 

3 tahun (PN) 

8 Paul Sutopo Sda 64 triliun Bebas (PT) 

2,5 tahun (PN) 

9 Probosutedjo Dana reboisasi 100,93 miliar 4 tahun (PN) 

10 Setiawan  

Haryono 

Penyalahgunaan 

dana BLBI 

Bank Aspac 

583 miliar 5 tahun (PN) 

11 Samadikun 

Hartono 

Korupsi BLBI 

Bank Modern 

 

80 miliar 4 tahun (MA) 

12 S. Soemeri Korupsi BLBI 

Bank Fico 

Rinvest 

305 miliar 1,5 tahun (PN) 

13 Supari Dhirjopra 

Wiro 

Korupsi BLBI 

Bank Fico 

Rinvest 

305 miliar 1,5 tahun (PN) 
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14 Tabrani Ismail Korupsi proyek 

export oriented 

(Exor) 

Pertamina di 

Balongan 

US$ 189,85 

juta 

Bebas (PN) 

 

Tabel 4 

Kasus Korupsi yang Ditangani KPK 

No Nama Perkara 
Kerugian Negara Tingkat 

Pemeriksaan 

1 Hendrawan 

Haryono 

Bank Aspac 583.478.957.594 PN Vonis 1 

tahun 

2 Setiawan 

Haryono 

Bank Aspac 583.478.957.594 5 tahun 

3 David Nusa 

Wijaya 

Bank Servita 1.306.430.337.777 PN Vonis 2 

tahun 

4 Samadikun 

Hartono 

Bank Modern 80.742.270.58 PN Vonis 

bebas MA 

Vonis 4 tahun 

5 Hendra Raharja Bank Harapan 

Sentosa 

305.345.074.000 & 

USD 2.304.809.36 

PN vonis 

seumur hidup 

6 Eko Adi Putranto Bank Harapan 

Sentosa 

305.345.074.000 & 

USD 2.304.809.36 

20 th penjara 

7 Shemy 

Kongongian 

Bank Harapan 

Sentosa 

305.345.074.000 & 

USD 2.304.809.36 

20 th penjara 

8 Bambang Sutrisno Bank Surya 1,5 triliun PN vonis 

seumur hidup 

9 Andrian Kiki 

Ariawan 

Bank Surya 1,5 triliun PN vonis 

seumur hidup 
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10 Leonard Tanubrata Bank Umum 

Nasional 

6.738.632.426.680 PN vonis 10 th 

PT bebas 

11 Kaharudin Ongko Bank Umum 

Nasional 

6.738.632.426.680 PN Vonis 

bebas 

12 Hendri Sunardyo South East 

Asia Bank 

280 miliar PN vonis 10 

tahun 

13 Jemy Sutijwan South East 

Asia Bank 

280 miliar Vonis 8 bulan 

14 Leo Ardyanto South East 

Asia Bank 

280 miliar Vonis bebas 

15 Supari Dhirjo 

Prawiro 

Bank 

Ficorinvest 

305 miliar PN vonis 1 thn 

6 bulan 

16 Soemeri Bank 

Ficorinvest 

305 miliar PN vonis 1 thn 

6 bulan 

17 Sjamsul Nursalim BDNI 26.369.524.999,80 & 

USD 96.700.000 

Penyidikan 

18 Hr Lembert Bank 

Pinaesaan 

411.118.000.000 Penyidikan 

19 Indarto Hovart 

Tantular  

Bank Central 

Dagang 

1,4 triliun Penyidikan 

Sumber: Legal Review (Dalam Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi, PT Citra Aditya Bakti 2005, hal 78, 80-82, 83-84) 

 

Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi yang seringkali terjadi di 

negara ini, maka lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, diharapkan 

maupun untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan masyarakat 

dalam mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk-bentuk tindak 

pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian 

negara. Bahkan, korupsi sudah menyebar ke seluruh negara Indonesia. Oleh karena 

itu, tindak pidana korupsi harus segera dimusnahkan di negeri ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana wewenang Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana 

korupsi yang telah diambil alih oleh KPK? 

2. Mengapa KPK diberi wewenang untuk mengambil alih penuntutan tindak 

pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Jaksa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui wewenang Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak 

pidana korupsi yang sudah diambil alih oleh KPK 

2. Untuk mengetahui secara rinci tentang KPK yang diberi wewenang untuk 

mengambil alih penututan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi 

teoritis, segi praktis, dan manfaat bagi penulis. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu hukum pidana. Dalam hal ini juga diharapkan bisa 
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memberi pemikiran baru terhadap permasalahan teoritis yang berkaitan 

dengan lembaga peradilan khususnya tindak pidana korupsi 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Kejaksaan dan Komisi pemberantasan korupsi dalam rangka 

melakukan suatu penegakan hukum terhadap penuntutan tindak pidana 

korupsi. 

3. Manfaat Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan penelitian tingkat dasar, tentu saja 

terdapat berbagai keterbatasan maupun kekurangan, baik dari segi teoritis 

maupun segi keilmuan. Dengan kenyataan tersebut, penelitian tingkat 

dasar ini perlu ditindaklanjuti lagi melalui suatu penelitian lanjutan. 

Melalui penelitian ini, selai menambah kekayaan pengetahuan juga dapat 

memberi jawaban terhadap wewenang Jaksa dan KPK dalam penuntutan 

tindak pidana korupsi. 

 


